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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

 Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan 

bahan Adiktif lainnya. Indonesia menjadi salah satu Negara yang melarang 

masyarakatnya untuk tidak mengkonsumsi narkotika. Namun pada senyatanya 

banyak sekali orang orang yang menyalahgunakan narkoba. 1 

 Peredaran dan Perdagangan semakin meningkat dikarenakan alat 

komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi narkotika sehingga 

mempermudah para pihak dalam melakukan transaksi bisnis terlarang ini. Dengan 

kemudahan tersebut maka akan mudah bagi para penjual untuk melakukan bisnis 

tersebut lintas negara. Indonesia sendiri mempunyai beberapa jalan yang dibuat 

untuk memasuki jaringan internasional, baik secara legal maupun ilegal, termasuk 

beberapa pelabuhan kapal kecil pada beberapa wilayah Indonesia. 

 Permasalahan narkotika terus menjadi isu global dan menjadi ancaman 

serius bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan tidak hanya dari kalangan 

dewasa melainkan juga remaja dan anak-anak.

                                                             
 1 Vanessa Mathilde Harum, Nurul Syarifah, 2023, “Upaya Pemerintah Indonesia dalam 

Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional”, Jurnal Wajah Hukum, Vol.7, 

Hlm. 331, http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/1245/313, Diakses pada 

21 Okt. 24.  

http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/1245/313
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Yang mana jika hal ini tidak ditanggapi dengan serius maka penyalahgunaan dan 

peredaran narkotika dengan cara penggelapan akan terus meningkat.2 

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus tindak 

pidana narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika 2023 menunjukkan 

bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk 

Indonesia yang berusia 15-16 Tahun. Data ini juga menunjukkan adanya 

peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok 

umur 15-24 tahun.3 Hal ini membuktikan bahwa penanganan penyalahgunaan 

narkotika di Indonesia masih belum maksimal dan menjadi tantangan besar bagi 

pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana narkotika. 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah 

multifaktor yang tidak mudah untuk diberantas. Narkotika tidak hanya dipengaruhi 

oleh ketersediaan bahan dasar namun oleh faktor-faktor yang datang dari individu 

maupun luar, ada beberapa faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkotika : 4  

1. Faktor keterbelakangan merupakan permasalahan yang menyebabkan 

munculnya persoalan-persoalan penyalahgunaan narkotika, Kebodohan 

merupakan suatu kondisi ketidaktahuan karena keterbatasan menerima 

akses informasi, ketidaktahuan ini menyebabkan sangat mudahnya 

                                                             
 2 Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, 2020 “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara 

Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Of Criminal Law, Vol. 1 No. 1, hlm. 126, https://online-

journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892, Diakses pada 12 September 2024. 

 3 Humas BNN, “HANI 2024 : Masyarakat Bergerak, bersamaa Melawan Narkoba 

Mewujudkan Indonesia Bersinar”, 27 Jun 2024, https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-

bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/, Diakses pada 12 September 2024. 

 4 Awet Sandi, S. K. M. 2016. Narkoba dari tapal batas negara. Mujahidin Press, Bandung. 

Hlm. 30-31 

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892
https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/
https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/
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dipengaruhi oleh orang lain untuk mendorong seseorang mengunakan 

narkotika, Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu dalam 

hal ekonomi, masyarakat miskin juga sangat mudah untuk di pengaruhi 

untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.  

2. Faktor internal (Individu) yang menyebabkan seseorang terjerumus 

kedalam penyalahgunaan narkotika adalah: Keingintahuan yang besar 

untuk mencoba dan tidak berfikir dampak yang akan terjadi kedepannya,  

ingin diterima dalam suatu komunitas,  lari dari masalah, kegetiran hidup, 

merasa di asingkan, tidak mendapat perhatian dan lainnya. 

Dalam menghadapi permasalahan narkotika, pemerintah Indonesia telah 

membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan menindak pelaku 

tindak pidana narkotika. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang 

narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Undang-undang ini mengatur tentang larangan peredaran, penyalahgunaan, serta 

sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika.5 Sanksi tersebut bertujuan agar 

memberikan efek jera dan menekan peredaran  dan penyalahgunaan narkotika, 

Namun senyatanya penegakan hukum di Indonesia khususnya tindak pidana 

narkotika masih menghadapi berbagai kendala. Satu diantara kendala yang dihadapi 

adalah kurangnya akses terhadap bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana 

narkotika. 

                                                             
 5 Trian Hardiansyah, Wreda Danang Widoyoko, 2024, “Penegakan Hukum Peredaran 

Narkotika yang Terjadi di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 13, No. 1, 

Hlm. 114, https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/241, Diakses pada 23 

October 2024. 

https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/241
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Dalam proses peradilan, pelaku tindak pidana narkotika membutuhkan 

bantuan hukum untuk mempertahankan dan melindungi hak-haknya selama proses 

peradilan berlangsung. Bantuan hukum sendiri dibuat agar tidak terjadinya 

kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum, beberapa faktor 

yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka/terdakwa 

adalah : 6 

1. Faktor kedudukan tersangka di hadapan hukum seringkali merupakan dari 

masyarakat lemah, kedudukan yang tidak seimbang melahirkan perspektif 

bahwasanya tersangka/terdakwa harus dihukum oleh karena itu 

tersangka/terdakwa harus memperoleh bantuan hukum menurut aturan 

hukum agar memperoleh keadilan hukum yang adil.  

2. Faktor pengetahuan yang dimana tidak setiap masyarakat tahu dan melek 

akan hukum, yang dimana tidak sedikit masyarakat yang kehilangan hak-

haknya selama masa proses di peradilan.  

3. Faktor psikologis merupakan hal yang tidak kalah penting yang dapat 

memengaruhi kemampuan mereka untuk menghadapi proses hukum 

secara efektif, seperti stres dan kecemasan yang tinggi dan rasa takut akan 

hukuman yang akan di kenakan membuat tersangka/terdakwa tidak dapat 

berfikir jernih dan membuat keputusan yang rasional, tekanan psikologis 

dari pihak ketiga seperti teman, keluarga bahkan media yang juga dapat 

                                                             
 6 Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief, Sugeng,  Ade Saptomo, 2021 Etika Profesi Dan 

Bantuan Hukum Di Indonesia, Surabaya : Pustaka Aksara, hlm. 35. 
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memengaruhi kemampuan mereka untuk berbicara dengan bebas atau 

membuat keputusan yang baik. 

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan setiap 

individu khususnya pelaku tindak pidana narkotika mendapatkan kesempatan untuk 

menjelaskan posisinya, menghadirkan bukti, dan mempertanyakan kesaksian yang 

diajukan oleh pihak penuntut, bantuan hukum juga berfungsi untuk meningkatkan 

kesadaran hukum kepada masyarakat, dengan memberikan edukaasi tentaang hak-

hak hukum, lembaga bantuan hukum dapat membantu masyarakat memahami 

proses hukum yang sedang mereka hadapi, serta memberikan panduan tentang 

langkah-langkah yaang dapat di ambil untuk melindungi diri merekaa dalam situasi 

hukum yang rumit. 

Bantuan hukum dijamin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 

Bantuan Hukum, yang dimana penyelenggaraannya bertujuan untuk menjamin dan 

memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, 

mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan undang-undang tersebut setiap orang yang tidak mampu secara 

ekonomi berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan adanya bantuan 

hukum tersebut dapat diharapkan agar didalam proses peradilan dapat berjalan 

dengan secara transparan dan adil, serta hak-hak terdakwa terlindungi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku7. 

                                                             
 7 Gregorius Yolan Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu 

Widyantara, 2021, “Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Hlm. 376, 

https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3258,  Diakses pada 23 Oct. 

24. 

https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3258
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Satu diantara bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum adalah Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum merupakan suatu lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilaan 

yang menyatakan bahwa Posbakum berfungsi untuk memberikan layanan hukum 

secara gratis kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau 

penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara gratis.8 Posbakum 

merupakan unit pelayanan masyarakat yang beroperasi di lingkungan Pengadilan 

Negeri dan ditujukan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang 

tidak mampu secara ekonomi. 

Posbakum Pengadilan merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada 

setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa 

inforrnasi, konsultasi, dan advis hukurn, serta pembuatan dokumen hukum yang 

dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umurn, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata 

Usaha Negara. Posbakum berperan penting dalam sistem peradilan terlebih khusus 

dalam memberikan konsultasi, pendampingan, dan pembelaan hukum bagi 

masyarakat pengadilan negeri.  

Posbakum menyediakan layanan konsultasi hukum yakni setiap orang dapat 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan hukum yang sedang 

dihadapi. Termasuk juga informasi tentang prosess peradilan dan hak-hak mereka. 

                                                             
 8 Romi Susilawati, Sukmareni, Syaiful Munandar, 2023, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan 

Hukum Secara Prodeo Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Pos Bantuan Hukum Pengadilan 

Negeri Bukittinggi”, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 246, https://journal.al-

matani.com/index.php/jkih/article/view/449/277, Diakses pada 12 September 2024. 

https://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/449/277
https://journal.al-matani.com/index.php/jkih/article/view/449/277
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Pendampingan hukum yakni Posbakum dapat memberikan pendampingan terhadap 

masyarakat yang berhadapan dengan proses hukum, mulai tahap pemeriksaan 

hingga persidangan. Penyusunan Dokumen Hukum yakni Posbakum membantu 

masyarakat menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan, seperti surat gugataan 

atau pembelaan. Pendidikan Hukum yakni Posbakum berperan dalam memberikan 

penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemhaman masyarakat tentang hak-hak 

hukum mereka, maupun litigasi. 

Dalam praktiknya, meskipun Posbakum memiliki peran yang sangat penting 

dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika, 

kenyataannya pelaksanaan tugas Posbakum masih belum sepenuhnya optimal, 

terdapat berbagai kendala yang menjadi tantangan dalam menjalankan fungsi 

tersebut seperti stigma masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan hukum itu 

berbayar dan tidak gratis, menyebabkan banyak terdakwa yang memilih untuk 

menjalani proses peradilan sendiri dan menerima seluruh keputusan tanpa tahu akan 

hak-haknya selama persidangan. 9 

 Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman mendalam mengenai 

undang-undang yang berlaku dan strategi pembelaan yang tepat. Pemahaman 

masyarakat terhadap Posbakum terutama kasus narkotika, masih kurang memahami 

peran dan keberadaan Posbakum yang menyebabkan rendahnya tingkat 

pemanfaatan layanan yang disediakan. Hal ini bukan hanya menghambat mereka 

dalam mendapatkan bantuan hukum melainkan juga mengurangi kepercayaan 

                                                             
 9 Muchamad Iksan, Marisa Kurnianingsih, Cahyo Kuntoro, Alfath Sartanto, 2023, “Urgensi 

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rutan Boyolali”, Jurnal 

Risalah Hukum, Volume 19, No.1, hlm. 29. https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article 

/1026/256/3038, Diakses pada 17 October 2024. 

https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article%20/1026/256/3038
https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article%20/1026/256/3038
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terhadap sistem peradilan. Kurangnya sosialisasi dari Posbakum dan pengadilan 

negeri sebagai penyedia Posbakum, sehingga masyarakat tidak mengetahui apa itu 

Posbakum dan peran Posbakum dalam membantu memberikan bantuan hukum 

khususnya kasus tindak pidana narkotika.10 

Pengadilan Negeri Baturaja merupakan satu di antara lembaga peradilan di 

Provinsi Sumatra Selatan. Pengadilaan Negeri Baturaja juga berperan penting 

dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkotika. Dalam hal ini keberadaan 

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Baturaja menjadi sangat 

relevan dan strategis dikarenakan Konteks Geografis dan Sosial Baturaja 

merupakan sebuah ibu kota kabupaten Ogan Komering Ulu, Baturaja memiliki 

banyak populasi yang beragam dan juga merupakan daerah yang salah satu 

terpengaruh oleh penyalahgunaan narkotika, baturaja juga mempunyai banyak 

kasus narkotika, tingginya kasus narkotika di wilayah Baturaja menciptakan 

kebutuhan mendesak akan bantuan hukum, terutama bagi orang yang kurang 

mampu dalam hal ekonomi, dalam konteks ini Posbakum datang memberikan akses 

terhadap keadilan.11  

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Baturaja jumlah kasus narkotika 

untuk tahun 2022-2024 sebanyak 1065 kasus, data tersebut menunjukkan tingginya 

kasus narkotika di wilayah Pengadilan Negeri Baturaja. Hal ini menciptakan 

                                                             
 10 Rohmah, S. N. 2022. “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam 

Memberikan Bantuan Hukum”. Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, Vol 1 No.3, 559-572. 

https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/192, Diakses pada 14 Sep. 24. 

 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Baturaja 

Narkotika dan Psikotropika putus tahun 2024”, 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-baturaja/kategori/narkotika-

dan-psikotropika-1/tahunjenis/putus/tahun/2024.html, Diakses pada 14 September 2024. 

 

https://melatijournal.com/index.php/Metta/article/view/192
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-baturaja/kategori/narkotika-dan-psikotropika-1/tahunjenis/putus/tahun/2024.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-baturaja/kategori/narkotika-dan-psikotropika-1/tahunjenis/putus/tahun/2024.html
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tekanan bagi sistem peradilan untuk memberikan peradilan yang cepat dan adil. 

Posbakum berperan dalam membantu pelaku tindak pidana narkotika, yang 

seringkali pelaku berasal dari latarbelakang sosial dan ekonomi yang kurang dan 

sulit untuk memahami proses hukum yang akan mereka hadapi.12  

Gambar 1. 1 

Data Kasus Narkotika yang Ditangani Posbakum Pengadilan Negeri Baturaja IB 

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  

“Putusan PN Baturaja Narkotika dan Psikotropika putus tahun 2021-2024” 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas Pelaksanaan Pos Bantuan 

Hukum (Posbakum) dalam memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak 

pidana narkotika. Penting untuk dicatat bahwa fokus bantuan hukum yang diberikan 

oleh Posbakum adalah kepada pelaku pengguna narkotika, bukan kepada pengedar 

atau penjual. Pengguna narkotika sering kali adalah individu yang menghadapi 

berbagai tantangan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. 

                                                             
 12 ibid 
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Sebagian besar pelaku yang menjadi sasaran bantuan hukum ini berasal dari 

latar belakang ekonomi yang rendah dan memiliki tingkat pendidikan yang lemah. 

Mereka sering kali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak 

hukum mereka dan proses peradilan yang mereka hadapi. Dalam konteks ini, 

Posbakum berperan krusial dalam memberikan akses keadilan yang adil dan setara, 

membantu mereka memahami hak-hak mereka, serta memberikan pendampingan 

selama proses hukum berlangsung. 

Dengan memberikan bantuan hukum kepada pengguna narkotika yang 

terpinggirkan, Posbakum tidak hanya berkontribusi pada perlindungan hukum, 

tetapi juga berperan dalam mengurangi stigma sosial dan mendukung rehabilitasi 

mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif Posbakum 

dalam menjalankan perannya sebagai lembaga bantuan hukum bagi para pengguna 

narkotika, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap akses keadilan dan 

perlindungan hak-hak mereka. 

Posbakum Pengadilan Negeri Baturaja merupakan hal yang penting 

khususnya bagi pelaku tindak pidana narkotika. Namun sejauh ini belum ada 

penelitian yang secara khusus mengkaji evektifitas Posbakum di Pengadilaan 

Negeri Baturaja. Hal tersebut mengingat tantangan dan kompleksitas yang dihadapi 

oleh pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan. Pentingnya penelitian 

khusus mengenai Posbakum di Pengadilaan Negeri Baturaja untuk memberikan  

 

gambaran lebih jelas tentang bagaimana Pelaksanaan Posbakum di 

Pengadilan Negeri Baturaja. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka 
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penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Pos Bantuan 

Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Baturaja IB)”. 

B. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi 

pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Baturaja? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Posbakum dalam memberikan 

bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan 

Negeri Baturaja? 

C.  Tujuan Penelitian 

 Setiap penulis mempunyai tujuan yaang ingin dicapai guna mendapatkaan 

dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana upaya Posbakum dalam 

memberikan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika di 

pengadilan negeri baturaja. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat apa saja 

yang dihadapi oleh Posbakum dalam memberikan bantuan hukum kepada 

pelaku tindak pidana narkotika di pengadilan negeri baturaja. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

 Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini ialah: 

   1. Manfaat Teoritis 

 

a) Penelitian ini dapat bermanfaat dalam Pengembangan Ilmu Hukum 

khususnya dalam konteks Posbakum dalam memberikan bantuan hukum 

bagi pelaku tindak pidana narkotika 

b) Penelitian ini dapat menganalisis Pelaksanaan Posbakum dalam 

memberikan bantuan hukum 

c) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber data dan informasi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Posbakum 

dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

d) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat 

kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait Posbakum 

sehingga dapat meningkatkan Pelaksanaan dan aksesbilitas layanan hukum 

di masyarakat 

   2. Manfaat Praktis 

 

a) Terhadap Pengadilan Negeri Baturaja  

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak 

Pengadilan Negeri Baturaja agar dapat melaksanakan pelayanan Posbakum 

secara lebih baik lagi kedepannya. 

b) Terhadap Posbakum Pengadilan Negeri Baturaja 

Penelitian ini diharapkan untuk para aanggota Posbakum dapat memberikan 
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pelayanan dan informasi dengan baik kepada masyarakat yang sedang 

bermasalah dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika. 

c) Terhadap Masyarakat Penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan masukan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca atau masyarakat 

pencari keadilaan tentang pemberian bantuan hukum di pengadilan negeri 

baturaja khususnya terhadap kasus tindak pidana narkotika. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Batasan ruang lingkup menjadi acuan analisis pembahasan dalam 

penelittian. Penelitian merupakan penelitian hukum pada bidang hukum pidana 

dengan fokus mengenai bantuan hukum oleh Posbakum Pengadilan Negeri Baturaja 

IB terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya 

membatasi pada masalah upaya Posbakum pengadilan negeri baturaja dalam 

memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan apa saja 

faktor-faktor yang menjadi penghambat Posbakum pengadilan negeri baturaja 

dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 

Penulis melakukan suatu pembatasan pada ruang lingkup agar tidak terjadi 

kesalahan dalam penafsiran pada teori-teori hukum yang sangat luas. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 

  Satjipto Rahardjo mengutip dari Fitzgerald awal mula munculnya teori 

perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini di pelopor 

oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam berpendapat bahwa 

Tuhan adalah sumber hukum yang universal dan abadi, dan bahwa hukum dan 

moral tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Para penganut aliran ini percaya bahwa 

hukum dan moral adalah representasi dan aturan dalam dan di luar kehidupan 

manusia.13 

  Fitzgerald memberikan penjelasan tentang teori perlindungan hukum yang 

berpendapat bahwa mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat adalah tujuan karena dalam lalu lintas kepentingan, 

perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi 

kepentingan lain. Kepentingan hukum adalah melindungi hak dan kepentingan 

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus 

mempertimbangkan tahapan: perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum 

dan aturan masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat 

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan pemerintah, 

yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.14 

                                                             
 13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 2014, Cet. 8, Bandung: Citra Aditiya, hlm.53 

 14 Ibid., hlm.54 
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  Pada dasarnya, perlindungan hukum sama untuk pria dan wanita. Sebagai 

negara hukum berdasarkan pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan 

hukum kepada rakyatnya. Akibatnya, hak asasi manusia akan diakui dan dilindungi 

sebagai makhluk individu maupun sosial dalam konteks negara kesatuan yang 

mengutamakan kesejahteraan bersama. 

             Peneliti menggunakan teori ini untuk mengetahui Pelaksanaan pemberian 

perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di pengadilan negeri 

baturaja. Maka dalam analisis permasalahan akan digunakan teori yang relevan 

dalam hal ini yaitu teori perlindungan hukum untuk mengetahui begaimana 

penerapan hukum yang berlaku dengan kenyataannya dalam pemberian bantuan 

hukum oleh Posbakum pengadilan negeri baturaja terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika. 

2. Teori Peran (Role Theory) 

  

 Teori peran merupakan teori dalam psikologi sosial yang menjelaskan 

bagaimana peran seseorang memengaruhi perilaku dan interaksi sosial, teori ini 

berfokus pada bagaimana individu belajar dan memainkan peran yang diharapkan 

dari mereka dalam berbagai konteks sosial.  

 Pengertian peranan juga diungkapkan oleh soerjono soekanto :“Peranan 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan”.15 Teori peran mengimplikasikan bahwa penulis mempunyai informasi 

                                                             
 15 Soekanto, S., & Sulistyowati, B. 2017. Sosiologi suatu pengantar (Revisi). Depok: Raja 

Grafindo Persada, hlm.25 
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tentang harapan peran untuk sebuah posisi tertentu, kita dapat memprediksikan 

secara tepat perilaku orang yang menduduki posisi tersebut, menurut teori peran 

perubahan perilaku menuntut perubahan atau peninjauan ulang dari peran orang 

tersebut, hal ini mungkin dilakukan dengan merubah peran yang diharapkan oleh 

orang lain atau merubah peran seseorang kedalam peran yang berbeda secara 

total.16 

 Peneliti menggunakan teori ini untuk mengetahui upaya Posbakum dalam 

pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan 

Negeri Baturaja. Maka dalam analisis permasalahan akan digunakan teori yang 

relevan dalam hal ini yaitu teori peran (Role Theory) agar peneliti dapat mengkaji 

lebih dalam bagaimana Posbakum menjalankan perannya sebagai lembaga bantuan 

hukum untuk pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Baturaja.  

G. Metode Penelitian 

 

Metodelogi penelitian adalah bidang yang mempelajari bagaimana mengolah 

data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.17 Berikut ini adalah metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan. 

                                                             
 16 Fathul Lubabin Nuqul, 2012 Konsep dan Teori dalam Psikologi Sosial, Jakarta: Sinar 

Grafika, hlm 95 

 17 Zainuddin Ali, 2010 Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 18. 
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1.  Jenis Penelitian 

 

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif didukung data 

wawancara. Penulis mengkaji hukum pada kondisi yang sebenarnya yang di 

dasarkan atas suatu fakta hukum. Pengkajian ini mengarah pada pengamatan 

dilapangan secara subjektif yaitu berupa adanya informasi, data di masyarakat, dan 

pendapat yang mendasarkan pada teori perlindungan hukum, teori peran. 

2.  Pendekatan Penelitian 

 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan 

dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang erat kaitannya 

dengan isu hukum yang sedang dianalisis atau ditangani serta memiliki korelasi.18  

 

b. Pendekatan Analisis (Analytical Approach) 

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum yaitu untuk mengetahui makna 

yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-

undangan secara konsepsional, kemudian mengetahui penerapannya dalam praktik 

dan putusan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ini 

sebagai seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan 

sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab 

permasalahan dalam penelitian.19 

                                                             
 18 Ibid, hlm. 93. 

19 Johnny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu 

Media Publishing, Hlm. 256-257. 
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3.  Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 

Objek penelitian ini adalah Posbakum pengadilan negeri baturaja dalam 

memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Adapun 

sumber data pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer 

1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104), 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248. 

2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. 

3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76), Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. 

4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 59) 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Undang-

Undang, adanya hasil-hasil penelitian dari penulis terdahulu,karya dan 

pendapat dari kalangan hukum, dan sebagainya.20 Sumber data sekunder 

mencakup dokumen dokumen penting, buku dan hasil penelitian yang 

berwujud dalam bentuk laporan. Dalam hal ini buku buku, dokumen 

dokumen dipilih berdasarkan dengan tema yang diangkat penulis yaitu buku 

maupun dokumen tentang pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di 

pengadilan negeri. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang pada dasarnya 

memiliki fungsi antara lain menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder yang telah digunakan dalam penelitian yang seperti telah 

dijelaskan pada penjelasan sebelumnya.21 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data 

yang dikumpulkan berdasarkan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti, serta untuk dapat di analisis dengan 

menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku 

dimana kesemuanya merupakan bahan acuan dalam pembahasan, kemudian penulis 

                                                             
 20 Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.185. 

 21  Zainudin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.105 
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juga melakukan studi lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan 

informasi yang diperoleh langsung dari nara sumber di lapangan dengan melakukan 

wawancara terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

5.  Analisis Bahan Hukum 

 

Analisis data pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yang 

bersifat deskriptif analitis. Pada metode ini bentuk analisa data yang digunakan 

merupakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis 

data ialah suatu proses untuk mengatur data serta mengorganisasikannya ke dalam 

suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

rumusan kerja yang disarankan oleh data. Pada dasarnya yaitu melakukan 

wawancara dengan pihak- pihak terkait mengenai peran Posbakum dalam 

memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang 

selanjutnya akan ditemukan pokok masalah yang akan menjadi objek kajian. 

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, langkah awal yang dilakukan 

peneliti yaitu melihat, mengkaji dan menganalisis pandangan para pihak yang 

terlibat baik pihak luar amaupun pihak dalam Pengadilan Negeri Baturaja. 

Selanjutnya mengkaji PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian layanan 

hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Kemudian peneliti juga 

melihat dan mengkaji peraturan perundang- undangan di Indonesia yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum baik secara khusus maupun 

umum. Selanjutnya peneliti melihat dan mengkaji serta menganalisis efektivitas 

penerapan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum terhadap pelaku tindak 

pidana naarkotika. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

  Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teknik deduktif, 

yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan umum menjadi keadaan khusus. 

Kemudian dilakukannya landasan berpikir beberapa pernyataan yang diketahui 

kebenarannya yang disebut premis. maka dari itu dalam penelitian ini akan 

membuat kesimpulan terkait efektivitas penerapan dalam pemberian bantuan 

hukum oleh Posbakum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 
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